Tabel 1 . Jumlah Unit dan Perusahaan Asuransi Syariah Q1 2016

	No
	Keterangan
	Q1 2016
	Q1 2015

	1
	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
	5
	3

	2
	Perusahaan Asuransi Umum Syariah
	4
	2

	3
	Unit  Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa
	19
	18

	4
	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum
	24
	23

	5
	Unit Syariah  Perusahaan Reasuransi
	3
	3

	
	TOTAL
	55
	49


Sumber : AASI, Data Bisnis Asuransi dan Re-asuransi Syariah Q1 2016.
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Dalam Milyar
	Indikator 
	Q1 2016
	Q1 2015
	Pertumbuhan

	Aset
	28,967.00
	23,803.00
	21,69 %

	investasi
	25,726.00
	20,808.00
	23,64 %

	Kontribusi Bruto
	2,753.00
	2,497.00
	10.25 %

	Klaim Bruto
	895.00
	863.00
	3,71 %


Sumber : AASI 2016

Tabel 3. Pendapatan Kontribusi thn 2016  dan Pertumbuhannya 

Dalam Milyar
	Indikator 
	Q1 2016
	Q1 2015
	Pertumbuhan 

	Asuransi Jiwa Syariah
	2,168
	2,119
	2,31 %

	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah
	585
	378
	54,76 %

	Jumlah Asuransi & Reasuransi Syariah
	2,753
	2,497
	10,25 %


Sumber : AASI 2016

Tabel 3.1. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
	Asuransi Konvensional
	Asuransi Syariah

	Kontrak asuransi konvensional adalah kontrak yang murni melibatkan ketidakpastian (uncertainty)
	Kontrak asuransi syariah didasarkan pada kerjasama saling menguntungkan melalui kontribusi peserta

	Perusahaan asuransi melaksanakan kontrak atas namanya sendiri
	Perusahaan mengelola dan menginvestasikan premi berdasarkan akad mudharabah , dan peserta mempunyai penyertaan dalam dana tabarru’. 

	Premi menjadi milik perusahaan sebagai imbalan atas klaim yang harus dibayar oleh perusahaan.
	Dana kontribusi merupakan dana yang tidak dimiliki oleh perusahaan, melainkan menjadi dana untuk kerjasama saling menolong (cooperative insurance account)

	Seluruh premi setelah dikurangi dari biaya klaim merupakan keuntungan perusahaan
	Seluruh kelebihan setelah dikurangi , premi didistribusikan diantara para peserta berdasarkan rasio kontribusi atau berdasarkan metode yang disepakati.

	Seluruh keuntungan investasi akan menjadi milik perusahaan
	Keuntungan  berbasis bagi hasil dari investasi kontribusi, setelah dikurangi  bagian pengelola, menjadi milik dana partisipan.

	Perusahaan dan tertanggung merupakan dua entitas yang terpisah
	Perusahaan asuransi syariah dan peserta adalah sama, yaitu anggota dari dana yang dikelola, untuk saling menanggung satu sama lain terhadap kerugian. Para partisipan bersama-sama berbagi risiko (risk sharing)

	Menyediakan  perlindungan terhadap risiko yang tidak dapat ditentukan (kemungkinan rugi, tidak rugi atau untung)
	Hanya menyediakan perlindungan terhadap kerugian yang nyata ( kemungkinan rugi)

	Sisa kekayaan asuransi saat dilikuidasi dipegang oleh perusahaan
	Sisa kekayaan diserahkan untuk amal saat likuidasi.



Sumber : diolah dari Ethica Institute, Understanding Takaful- Islamic Insurance, 2016

Tabel 3.2. Klausul yang wajib dicantumkan dalam polis (contoh asuransi jiwa ) syariah.
	No 
	klausul
	Rincian klausul
	Keterangan klausul

	1
	Pembentukan dana tabarru untuk setiap lini usaha
	dalam hal jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum memenuhi jumlah bilangan besar, perusahaan dapat membentuk dana tabarru’secara gabungan dari beberapa lini usaha
	Apabila dana tabarru’ dibentuk secara gabungan dari beberapa lini usaha,maka harus disebutkan apakah lini usaha sejenis atau keseluruhan tanpa membedakan jenis produk.

	2
	Penggunaan dana tabarru
	a. pembayaran santunan kepada Peserta
b. pembayaran reasuransi
c. pembayaran kembali Qardh
d. pengembalian Dana Tabarru’
	

	3
	Pengembalian dana tabarru
	a. pembatalan polis
b. penghentian polis oleh Peserta
c. Penghentian polis oleh Perusahaan
d. Pembayaran Kontribusi Dana Tabarru’
	

	4
	Akad yang digunakan 
	a. akad Tabarru’
b. Akad Tijarah
	

	5
	Pembayaran kontribusi dari Peserta
	a. cara dan waktu pembayaran kontribusi
b. cara pengajuan permintaan pembayaran klaim
c. saat berlakunya asuransi 
d. tenggang waktu pembayaran kontribusi
e. periode perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi
f. bahasa yang dijadikan acuan dalam sengketa apabila menggunkana dua bahasa
	

	6
	Hak dan kewajiban Peserta
	a. objek yang dikuasakan pengelolaannya
b. hak dan kewajiban peserta secara kolektif /individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa)
c. hak dan kewajiban Perusahaan untuk menanggung kerugian
d. batasan kuasa atau wewenang Perusahaan
e. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah (fee).
	

	7
	Objek yang dikuasakan kepada Perusahaan
	a. kegiatan administrasi
b. pengelolaan dana
c. pembayaran klaim
d. underwriting
e. pengelolaan portofolio risiko
f. pemasaran
g. investasi
	

	8
	Hak Perusahaan
	a. tidak berhak atas  memperoleh bagian hasil investasi (akad wakalah bil ujrah)
b. berhak memperoleh bagian investasi ( akad mudharabah/mudharabah musytarakah)
	

	9
	Klausul khusus dalam akad Mudharabah
	a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif /individu sebagai pemilik dana (sahibul mal)
b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai pengelola dana (mudharib)
c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan
d. bagi hasil (nisbah), cara dan waktu pembagian investasi
	

	10
	Klausul khusus dalam akad Mudharabah Musytarakah
	a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif/individu
b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai pengelola dana (mudharib)
c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan
d. bagi hasil (nisbah), cara dan waktu pembagian investasi
	

	11
	Pemotongan biaya
	melalui bagi hasil investasi yang dilakukan diakhir atau dibelakang
	Dengan cara hasil investasi yang diperoleh dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya2 dan setelahnya diperhitungkan bagi hasil kepada Peserta

	12
	Biaya-biaya
	Biaya yang dikenakan kepada Peserta
	

	13
	Akad Tijarah
	a. Akad Wakalah bil Ujrah
b. Akad Mudharabah
	Pengelolaan risiko dan pengelolalan investasi Dana Tabarru’ 

	14
	Surplus underwriting
	a. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’
b. sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’, sebagian dibagikan kepada Peserta
c. Sebagaian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’, sebagian dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan.
Dalam hal masih terdapat Qardh dalam kewajiban Dana Tabarru’ atau pembagian surplus underwriting, perusahaan dilarang melakukan pembagian surplus underwriting.
	Syarat menerima surplus underwriting : telah membayar kontribusi, tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim, tidak pernah menrima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana tabarru, dan tidak menghentikan polis.
Pilihan pembagian surplus underwriting tidak dapat diubah sampai berakhir polis
Peserta berupa badan , maka pembagian surplus underwriting akan diterima badan
surplus underwriting berdasarkan aktiva dalam kas (cash basis)

	15
	Ketentuan Qardh
	a. dana Tabarru’ tidak cukup membayar santunan/klaim kepada Peserta
b. pengembalian Qardhkepada Perusahaan dilakukan dari surplus underwriting  atau Dana Tabarru.
	

	16
	Pengaturan Perselisihan
	a. musyawarah untuk mufakat
b. Badan Mediasi Asuransi syariah
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
d. Pengadilan Agama
e. Pengadilan Negeri
	Pemilihan forum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, baik relatif maupun absolut.

	17 
	Penutup 
	Selain hal yang diatur dalam polis, maka berlaku ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
	

	18 
	Keterangan 
	Polis wajib mengacu pada pedoman polis yang dikeluarkan oleh AASI
	Pedoman polis AASI terdiri dari asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah.


Sumber : Pedoman  Polis Asuransi Jiwa berdasarkan prinsip syariah AASI 2014 
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